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Kata Pengantar

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka bunga rampai
yang berjudul “BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa” dapat
diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu buku bunga rampai yang
diterbitkan oleh Pusat Penelitian pada tahun 2018 dan ditulis oleh para
peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian Badan Keahlian
DPRRIL

Buku ini juga merupakan hasil penelitian dan kajian dari para
peneliti bidang Kesejahteraan Sosial atas fenomena Badan Usaha Milik
Desa yang dilakukan antara Maret-September 2018. Hasil penelitian
dan tinjauan dari berbagai disiplin ilmu memberikan warna tersendiri
terhadap buku bunga rampai ini sehingga memberikan manfaat banyak
bagi para pembaca untuk memahami permasalahan BUMDes.

Terdapat tiga tulisan yang terdapat dalam buku ini. Bagian pertama
ditulis oleh Rohani Budi Prihatin dan Nurhadi Wiyono yang membahas
mengenai “BUMDes Sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Desa.” Bagian
selanjutnya berjudul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan BUMDes: Studi
pada BUMDes Cahaya Makmur di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah
dan BUMDes Tirta Mandiri di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.”
Sementara itu, tulisan terakhir berjudul “BUMDes dan Relevansinya
terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Sektor Kesehatan” yang ditulis
oleh Nur Sholikah Putri Suni.

Buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan
terhadap kebijakan dan manfaat BUMDes dalam menggerakkan
perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemikiran dan beberapa hasil temuan lapangan dalam buku ini secara
khusus disumbangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang



iv BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

dalam tugasnya membutuhkan data, fakta, serta analisis yang terkait

dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Sebagai Kepala Pusat Penelitian (Kapuslit) Badan Keahlian DPR
RI, saya menghargai segenap penulis dan mendorong agar pada masa
mendatang dapat dihasilkan buku-buku lain yang bermanfaat bagi
Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta untuk masyarakat pada

umumnya.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dr.
Cucu Nurhayati, M.Si. atas sumbangan pemikirannya dan upayanya
dalam melakukan kegiatan editorial sehingga buku ini layak dibaca.

Kritik dan saran dari pembaca atas buku ini sangat saya harapkan
demi penyempurnaan penerbitan buku selanjutnya di kemudian hari.
Akhirnya, saya berharap semoga penerbitan buku ini dapat menambah

manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jakarta, 17 Oktober 2018
Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, M.Si.
NIP. 19711117 199803 1 004
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Prolog

Jalan tanah yang masih becek jika hujan, minim fasilitas dan penuh
nestapa, mungkin itulah gambaran umum desa pada masa lalu.
Barangkali, saat ini pun masih ada benarnya jika ditemukan kondisi
mengenaskan tersebut. Namun, tidak sedikit pula gambaran masa
lalu tersebut kini keliru karena kesadaran di desa untuk berubah
dengan disokong ketersediaan dana negara, swasta, dan pendampingan
para pihak yang pada akhirnya memunculkan geliat perubahan besar
pedesaan di Indonesia.

Memang ada benarnya bahwa desa saat ini memiliki berbagai
permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala
usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten; akses pendanaan
yang terbatas dan cenderung berpola ‘jjon’; kurang memiliki akses pasar
dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai
cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung
input produksi, proses produksi, dan pasca-produksi. Hadirnya
BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-
permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor
penggerak ekonomi desa.

Di Yogyakarta misalnya, tcumbuh subur desa-desa wisata, seperti di
Gunung Kidul dan Kulon Progo, serta desa wirausaha di Bantul yang
kian dikenal publik. Begitu pula di Jawa Tengah, seperti di desa
Ponggok, Klaten, yang beberapa tahun terakhir membentuk tren desa
wisata yang viral di media sosial. Umumnya diawali dari pembangunan
fisik infrastruktur sambil meletakkan dasar-dasar meningkatkan

ekonomi masyarakat desa.

Banyak contoh pengelolaan desa sukses di tengah banyaknya laju
desa yang jalan di tempat atau malah tertinggal. Kolaborasi para pihak
menjadi kunci, selain keberadaan tokoh lokal sebagai eksekutor dan



pengarah. Desa Pujon Kidul salah satu contohnya. Desa di Kecamatan
Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu dulu tidak dikenal. Kini ia
tenar sebagai tujuan wisata kuliner, agrowisata, dan swafoto yang unik.
Setiap akhir pekan ada 3.000an pengunjung dan sekitar 500
pengunjung di hari kerja. BUMDes Pujon Kidul ini memiliki enam
unit usaha. Sejak 2017, warga mendirikan Kafe Sawah di atas tanah
kas desa seluas 8.500-meter persegi, plus lahan parkir. Usaha kafe ini
mampu menampung 80 karyawan lokal. Dalam satu tahun, kafe
tersebut memberi pemasukan Rp. 75 juta. Itu belum warung di

sekitarnya yang diatur peraturan desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian,
termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah
membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan
masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman
usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung
ckonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang
mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan
sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah
dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim
perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di
tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi
yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena
adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas
pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin
penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua
tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata
dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara

dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama
dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya



itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan
bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi
pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas
dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin
ckonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi
di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan
terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat

kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa
mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan
lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi
yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan
ckonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan
pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan
menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui
pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh
masyarakat desa yaitu BUMDes sebagai salah satu program andalan
dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha
peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa,
yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah
dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat
dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola
secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal
ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke
depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang
sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi
masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keterlibatan banyak pihak ke desa selama mengikuti gerak

kemajuan masyarakat. Misalnya, ada perusahaan yang ingin



membantu sebuah desa, maka tidak seenaknya membuat program
sendiri. Harus melihat dokumen perencanaan yang dimiliki desa
tersebut. Pada kasus ini, Undang-Undang tentang Desa telah
menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Sebagai
subyek, masyarakat desa berwenang memetakan persoalan mereka,
merencanakan program pembangunan mengatasi persoalan, serta

mengontrol pelaksanaan program.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut
Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa
yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal
dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan
kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan
desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai
dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan
BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa,
sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan
pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang
merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak
akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk
menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Salah satu
indikator dari suksesnya program BUMDes adalah terciptanya
kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian mengenai
pengaruh BUMDes dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat
desa ke depannya harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengukur
sejauhmana keberhasilan program BUMDes.



Epilog

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di pedesaan adalah
pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk
mengelola secara mandiri lingkup desa mereka melalui lembaga-
lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah
satunya adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik
desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi
desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes
sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, dalam Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan
untuk mengatur dan menggerakan perekonomian sesuai dengan potensi
dan kebutuhan desa. Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan
BUMDes sebagai wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang
dilaksanakan secara kooperatif, untuk itu membutuhkan pengelolaan
BUMDes yang serius agar dapat memaksimalkan potensi desa.

Fakta membuktikan bahwa setelah diterbitkannya Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, jumlah BUMDes mengalami
peningkatan yang sangat banyak. Hal ini setidaknya dipicu dari aturan
pada Pasal 9 Peraturan Menteri tersebut yang menyatakan bahwa salah
satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan
pengembangan BUMDes. Hal ini memicu pembentukan BUMDes
di seluruh Indonesia kurang lebih 21,5 kali pada tahun 2017
dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada tahun 2014.
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Jumlah ini pun diyakini akan terus meningkat karena salah satu
amanah dalam penggunaan dana desa, selain untuk pembangunan
infrastruktur, juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, salah
satunya melalui wadah bernama BUMDes. Di bawah pengelolaan
BUMDes, sejumlah desa wisata bahkan telah membuat sebuah desa
menjadi sangat mandiri. Di samping itu, desa tampak mulai bergeliat
dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses
pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran,
penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan
aset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan
pemerintah juga ditandai oleh adanya ‘patron-klien’ antara pemerintah,
pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan
sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk
pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi
mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen
peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.
Di sini terbentang hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat yang
murni (genuine) dan substantif sebagai salah satu tujuan desentralisasi
dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru sebatas
partisipasi simbolik (degree of tokenism), bahkan masih ditemukan
partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut
sebagai partisipasi.

Hal ini disebabkan karena pemerintah masih memandang bahwa
masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di Dewan
Perwakilan Rakyat. Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan
keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional)
untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-
sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen
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kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk
menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan
publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan,

aspirasi dan harapan masyarakat.

Dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah seringkali hanya
mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat
sipil yang berbadan hukum formal (NGO/LSM). Hal ini menyebabkan
organisasi masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak
berbadan hukum misalnya asosiasi petani, kelompok nelayan, kelompok
kesenian lokal, kelompok pendidikan, kelompok agama dan asosiasi
masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses-proses pembuatan
kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelayanan publik serta
pengelolaan sumber daya alam dan aset negara/daerah. Padahal peran
mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit
dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara

ekonomi, sosial maupun budaya.

Apabila menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan di desa
adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka cara yang terbaik adalah
mengingatkan masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk
kepentingan mereka sendiri. Pemberitahuan ini tidak selalu dapat
berjalan dengan baik, dan hal ini sangat tergantung pada cara-cara
pendekatan yang dilakukan. Satu hal yang menjadi catatan bahwa
masyarakat tidak merasa memiliki apabila pembangunan tersebut tidak

mengikutsertakan mereka.

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena
mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan
pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai
objek dan subjek pembangunan. Dengan demikian, dapat dipahami
pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam
pembangunan, terutama masyarakat pedesaan yang merupakan bagian
penduduk terbesar dari masyarakat Indonesia. Lebih ditegaskan lagi
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bahwa kegiatan partisipasi masyarakat adalah mutlak diperlukan adanya
dalam pembangunan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif
masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa
kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan
adanya perubahan sikap mental, pandangan hidup, cara berpikir, dan
cara bekerja. Pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau
berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat
disadari karena adanya beberapa faktor yang mungkin membuat mereka
terdorong untuk berpartisipasi. Dorongan yang boleh dikatakan sangat
bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati
langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

Harus diakui bahwa upaya pengelolaan BUMDes yang dapat
semakin memperkokoh peran partisipasi masyarakat bukanlah hal yang
mudah dicapai. Sejumlah faktor turut berperan, di antaranya, perrama,
faktor sosial ekonomi. Hal ini mencakup beberapa aspek penting seperti
tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan
BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan, konteks tingkat
pendidikan, sosial budaya dan tingkat kesejahteraan ekonomi
masyarakat setempat. Kedua, faktor peran kepemimpinan daerah untuk
mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam struktur kelembagaan
baik dari tingkat perencanaan sampai tingkat evaluasi. Keriga, faktor
sumber daya ekonomis/sosial lokal yang dijadikan sebagai landasan
pembentukan sebuah BUMDes. Data menunjukkan bahwa sejumlah
BUMDes yang dinilai berhasil lebih didominasi oleh ‘nilai jual’ sumber
daya ekonomis/sosial lokal yang telah dikembangkan sebelumnya.
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